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SALINAN

 
NOMOR 38/E, 2009 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR      59     TAHUN 2009 

TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  

PERIODE 2009 SAMPAI DENGAN 2014  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA MALANG,  

Menimbang :

 

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 20 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah kedua 

kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 

dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 

Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada 

yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan               

Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2006 besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Malang Periode 2009 sampai dengan 2014;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3846); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                  

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);    
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37              

Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4659); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007                    

Nomor 4737); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007; 

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan  :

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA MALANG PERIODE 2009 SAMPAI DENGAN 2014.   
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1  

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD 

Kota Malang. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.   

BAB  II 

RUANG LINGKUP  

Pasal  2  

Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang 

Periode 2009 sampai dengan 2014.  

Pasal  3  

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada : 

a. Wakil Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 

b. Anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah).  

Pasal  4  

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam 

bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. 

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 atas tunjangan perumahan yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal  5  

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.      
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BAB  III 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal  6  

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Malang                

Nomor 74 Tahun 2005 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan dan Standart Satuan 

Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal  7  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.   

      Ditetapkan di Malang  
      pada tanggal     31   Desember      2009 

       WALIKOTA MALANG, 

                                                                                                               ttd. 

Drs. PENI SUPARTO, M.AP   

Diundangkan di Malang 
pada tanggal         31   Desember    2009 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

                            ttd. 

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19520620 198002 1 002  

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 38 SERI E  

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,    

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

    

         Pembina  
                                               NIP. 19710407 199603 2 003  


